[image: ]Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
[bookmark: BAB_III]
[bookmark: BAB_VI][bookmark: BAPENDA]BAPENDA
[bookmark: Bagian_Kesatu_(3)][bookmark: Tugas_dan_Fungsi_(3)][bookmark: Pasal_51]Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 51

[bookmark: Bapenda_sebagaimana_dimaksud_dalam_Pasal]Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

[bookmark: Pasal_52]Pasal 52


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bapenda menyelenggarakan fungsi:
a. penetapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;

[image: ]
b. [image: ]pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;
c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;
d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah, pelayanan, penetapan dan keberatan serta penagihan, penindakan dan pelaporan;
e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bapenda; dan
f. [bookmark: f._pelaksanaan_fungsi_lain_yang_diberika]pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 53

(1) [bookmark: (1)_Susunan_Organisasi_Bapenda_sebagaima]Susunan Organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:
a. [bookmark: a._Kepala_Badan;_(3)]Kepala Badan;
b. [bookmark: b._Sekretariat;_(2)]Sekretariat;
c. [bookmark: c._Bidang_Perencanaan_dan_Pengembangan_P]Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
d. [bookmark: d._Bidang_Pelayanan,_Penetapan_dan_Keber]Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
e. [bookmark: e._Bidang_Penagihan,_Penindakan_dan_Pela]Bidang Penagihan, Penindakan dan Pelaporan;
f. [bookmark: f._UPTD;_dan_(1)]UPTD; dan
g. [bookmark: g._Kelompok_Jabatan_Fungsional._(1)]Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) [bookmark: (2)_Bagan_Organisasi_Bapenda_sebagaimana]Bagan Organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 54

(1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan,  pengkoordinasian,  pemantauan,  evaluasi,  pelaporan  meliputi

[image: ]keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Bapenda.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 55


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Sekretariat meyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 56


(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1) huruf b, terdiri atas :
a. [bookmark: a._Subbagian_Program_dan_Keuangan_(1)]Subbagian Program dan Keuangan
b. [bookmark: b._Subbagian_Umum_dan_Kepegawaian_(1)]Subbagian Umum dan Kepegawaian
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

[image: ]Pasal 57


Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 58


Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Pasal 59

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 60


[bookmark: _GoBack]Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan	bahan	penyusunan	program	kerja	Bidang	Perencanaan	dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen Pendapatan Asli Daerah;
c. pengoordinasian dan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
d. pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
e. pengoordinasian Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;

f. [image: ]pengkoordinasian pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
h. pelaksanaan koordinator bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa;
i. pelaksanaan	administrasi	di	Bidang	Perencanaan	dan	Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan Pasal 61

(1) Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 62


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan program, kegiatan dan kebijakan teknis pada Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
b. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
c. Pendistribusian tugas pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
d. Pendistribusian tugas pengelolaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak

[image: ]hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
e. Pendistribusian tugas pengelolaan penanganan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
f. Pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan pada Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan;
g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam hal pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
h. Pemberian petunjuk, bimbingan dan arahan kepada bawahan agar dalam melaksanakan tupoksinya terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja bawahan dalam pelaksanaan tugasnya;
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi selanjutnya; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Penindakan, Penagihan dan Pelaporan Pasal 63

(1) Bidang Penindakan, Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penindakan , penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet dan pelaporan retribusi Daerah.

(2) [image: ]Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 64


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, bidang penindakan, penagihan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penindakan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal penindakan, penagihan dan Pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penindakan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet;
d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penindakan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, pajak minerba, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir dan pajak sarang burung wallet; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

[bookmark: KELOMPOK_JABATAN_FUNGSIONAL]KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
[bookmark: Pasal_97]Pasal 97


(1) Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 98


(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan  fungsional  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
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